





A. Latar Belakang 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang tujuan 
Nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan Nasional tersebut, maka 
dilaksanakan upaya pembangunan yang menyeluruh. Termasuk diantaranya 
pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang 
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya.
1
 Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran 
kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. 
Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu gerakan atau 
upaya meningkatkan kesehatan, dengan tujuan meningkatkan kesehatan 
masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan diwujudkan dengan meningkatnya 
secara bermakna jumlah sarana kesehatan yang bermutu, jangkauan dan 
cakupan pelayanan kesehatan, penggunaan obat generik dalam pelayanan 
kesehatan, penggunaan obat secara rasional, pemanfaatan pelayanan promotif 
dan preventif, biaya kesehatan yang dikelola secara efisien, serta ketersediaan 
pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Upaya kesehatan dapat dilakukan oleh 
Pemerintah, atau swadaya masyarakat termasuk swasta, atau kedua-duanya 
seperti yang terjadi di Indonesia dan banyak yang sedang berkembang.
2
 
Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan 
nasional. Konsep pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu 
memperhitungkan dengan seksama berbagai dampak positif maupun negatif 
setiap kegiatan terhadap kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan 
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diselenggarakan dengan memberikan prioritas upaya peningkatan kesehatan 
dan pencegahan penyakit disamping penyembuhan dan pemulihan kesehatan. 
Pembangunan kesehatan disusun untuk menggerakkan pembangunan nasional 
berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup 
sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, 
merata, dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan 
individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya.
3
Untuk mencapai 
upaya peningkatan kesehatan yang optimal, diperlukan dukungan beberapa 
faktor. Salah satunya adalah dengan pelayanan kesehatan. 
Pelayanan kesehatan dalam arti luas adalah upaya-upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah, swasta (LSM), dan institusi dalam rangka untuk 
meningkatkan, memelihara, serta memulihkan kesehatan penduduk atau 
masyarakat. Sedangkan pelayanan kesehatan dalam arti sempit adalah promosi 
kesehatan, yaitu program pembinaan perilaku hidup sehat (health life style), 
prevensi, dan pengobatan.
4
 Pelayanan kesehatan merupakan kunci untuk 
mencapai derajat kesehatan yang  layak bagi semua, sehingga perencanaan, 
pengorganisasian, dan penyelenggaraan yang efisien mutlak diperlukan. 
Selain itu, pelayanan kesehatan harus didasarkan perikemanusiaan, kesehatan 
sebagai hak asasi, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, pengutamaan 
upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan preventif, pelayanan kesehatan 
perorangan yang sesuai kebutuhan, dan dukungan sumber daya kesehatan.
5
 
Menurut pendapat Hodgetts dan Cascio ada dua macam jenis pelayanan 
kesehatan yaitu pelayanan  kesehatan masyarakat dan pelayanan kedokteran. 
Tujuan utama pelayanan kesehatan masyarakat adalah untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk 
kelompok dan masyarakat. Sedangkan tujuan utama dari pelayanan 
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kedokteran adalah untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, 
serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.
6
 
Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan 
pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu dari hak asasi 
manusia, seperti cantuman dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap 
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia, mengandung 
suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya 
mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.
7
 
Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan RI nomor 36 tahun 
2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 
mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 
produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini melandasi pemikiran bahwa 
sehat adalah investasi. Meskipun pembangunan kesehatan yang telah 
dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan mampu meningkatkan 
status kesehatan masyarakat dengan cukup bermakna, namun masih terdapat 
berbagai masalah dalam pembangunan kesehatan yang dapat dilihat dengan 
status rendahnya kesehatan masyarakat, angka kesakitan dan kematian masih 




Di Indonesia sekarang ini pelayanan persalinan ibu hamil dapat 
ditolong oleh seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan atau 
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Di dunia medis dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan lebih 
dikenal dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Kata “obsteri” berasal 
dari bahasa latin “obstare”, yang berarti “siap siaga”, adalah spesialisasi 
pembedahan yang menangani pelayanan kesehatan wanita selama masa 
kehamilan, persalinan dan nifas. Sedangkan ginekologi atau ilmu kandungan 
merupakan paduan kata dari Obstetri, yakni cabang ilmu kedokteran yang 
mempelajari alat-alat kandungan berhubungan dengan reproduksi dan 
kelainan-kelainan yang menyertainya. Sehingga, dokter ahli kebidanan dan 
penyakit kandungan merupakan dokter  yang memiliki keterampilan dan ilmu 




Sedangkan yang dimaksud dengan bidan, Ikatan Bidan Indonesia 
menetapkan bahwa seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang 
diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik 
Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, 
sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik 
kebidanan.
11
 Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab 
dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan 
dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa 
nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri, serta memberikan 
asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi.
12
 
Bidan sebagai agen pembangunan kesehatan di Indonesia, memiliki 
peran dan tanggungjawab besar terhadap penurunan angka kematian bayi. 
Bidan merupakan bagian dari petugas kesehatan dapat memberikan asuhan 
pelayanan kesehatan atau pelayanan kebidanan kepada masyarakat sesuai 
dengan kompetensi dan kewenangannya. 
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Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan 
kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang 
dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. Pelayanan kebidanan 
menjamin agar setiap wanita hamil dan wanita yang menyusui bayinya dapat 
memelihara kesehatannya dengan sempurna dan agar wanita hamil melahirkan 
bayi sehat tanpa gangguan apapun dan kemudian dapat merawat bayinya 
dengan baik.
13
 Pelayanan kebidanan merupakan layanan yang diberikan oleh 
bidan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dengan maksud 
meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga 
berkualitas, bahagia, dan sejahtera. Sasaran pelayanan kebidanan adalah 
individu, keluarga dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, 
pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan.
14
 
Masa kehamilan merupakan masa penting untuk mempersiapkan 
kelahiran seorang bayi yang sehat dan sejahtera. Kontak pertama antara ibu 
hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk memberikan 
pelayanan antenatalharus dilakukan sedini mungkin. Pelayanan antenatal 
merupakan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan 
untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Kualitas 
pelayanan antenatal yang diberikan akan mempengaruhi kesehatan  ibu hamil 
dan janinnya, ibu bersalin dan bayi baru lahir, serta ibu nifas. Bidan sebagai 
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan 
antenatal harus mampu memastikan bahwa kehamilan berlangsung normal, 
mampu mendeteksi dini masalah atau komplikasi yang dialami ibu hamil, 
serta memberikan asuhan yang tepat sesuai kompetensi dan kewenangan yang 
dimiliki. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka pelayanan antenatal harus 
dilakukan secara rutin, sesuai standar, dan terpadu.
15
 
Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat 
hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar yang terjadi pada 
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kehamilan yang cukup bulan (37-42 minggu) dengan ditandai adanya 
kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya penipisan, dilatasi serviks, dan 
mendorong janin keluar melalui jalan lahir dengan presentase belakang kepala 
tanpa alat atau bantuan serta tidak ada komplikasi pada ibu dan janin. 
Terjadinya persalinan normal bukan berarti tidak ada permasalahan dalam 
persalinan, tetapi melainkan banyak kemungkinan hal yang bisa terjadi 
dimana dinamakan dengan komplikasi pada saat persalinan.
16
 Maka dari itu 
setiap tindakan persalinan yang dilakukan oleh bidan diperlukan komunikasi 
terapeutik terhadap pasien. 
Komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan bidan 
untuk membantu pasien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan 
psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. 
Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak 
saling memberikan pengertian antar bidan dengan pasien. Persoalan mendasar 
dan komunikasi ini adalah adanya saling membutuhkan antara bidan dan 
pasien, sehingga dapat dikategorikan ke dalam komunikasi pribadi di antara 
bidan dan pasien, bidan membantu dan pasien menerima bantuan.
17
 
Setiap kehamilan dan proses persalinan tentunya terdapat komunikasi 
terapeutik. Dalam komunikasi terapeutik ini timbul hubungan antara bidan dan 
pasien. Hubungan hukum (perikatan) antara bidan dengan pasien terbentuk 
atas dasar perjanjian atau undang-undang (pasal 1233 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata). Perikatan persetujuan antara bidan dengan pasien 
melahirkan yang disebut Informed Consent. Bidan berperan untuk 
memfasilitasi pilihan pasien. Ketika proses kelahiran, tantangan bidan sangat 
beragam yang berasal dari masyarakat. Hambatan lain yang dialami bidan 
salah satunya bersumber dari keterbatasan pilihan dari fasilitas pelayanan 
yang tersedia, oleh karena itu keamanan, keselamatan dan kesejahteraan 
wanita dan bayinya menjadi pertimbangan utama bagi para bidan. Informasi 
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dan pilihan wajib diberikan kepada pasien dengan informasi yang sebenar-
benarnya dan pilihan pelayanan tepat untuk kesejahteraan pasien.
18
 
Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau 
keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis atau tindakan 
kebidanan yang dilakukan terhadap pasien tersebut. Secara harfiah, Informed 
dapat diartikan telah diberitahukan, telah disampaikan atau telah di 
informasikan. Sedangkan Consent adalah persetujuan yang diberikan 
seseorang untuk berbuat sesuatu. Informed Consent dirumuskan sebagai suatu 
kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan 
tenaga medis terhadap dirinya setelah menerima informasi dari tenaga medis 
mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai 
informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.
19
 
PMK Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 menyatakan bahwa persetujuan 
tindakan medis (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh 
pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap 
mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan 
terhadap pasien. Untuk menyutujui tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, 
pasien harus diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hal-hal yang 




Informed Consent harus diberikan informasi yang selengkap-
lengkapnya yaitu informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis 
yang bersangkutan dan risiko yang ditimbulkannya. Informasi yang harus 
diberikan adalah tentang keuntungan dan kerugian dari tindakan medis yang 
akan dilaksanakan, baik diagnostik maupun terapi. Berdasarkan doktrin 
informed consent maka yang harus diberitahukan berupa diagnose yang 
ditegakkan, sifat dan luasnya tindakan yang dilakukan, manfaat dan 
urgensinya dilakukan tindakan tersebut, risiko-risiko dari tindakan tersebut, 
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tindakan konsikuensi apabila tidak dilakukan tindakan. Sedangkan menurut 
Leenan, isi informasi yang harus dikemukakan yaitu diagnose, terapi dengan 
kemungkinan alternatif terapi, tentang cara kerja dan pengalaman tenaga 
medis, risiko, kemungkinan perasaan sakit ataupun perasaan lainnya, 
keuntungan terapi, dan prognosis.
21
 
Dalam peraturan Undang-Undang pasal 68 No 36 tahun 2014 tentang 
tenaga kesehatan menyebutkan bahwa penjelasan informed consent sekurang-
kurangnya mencakup diagnosis, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan 
medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain, dan prognasis. 
Dilihat dari kedudukan para pihak, maka informed consent merupakan 
syarat subjektif untuk terjadinya hubungan hukum antara bidan dan pasien 
yang bertumpu pada dua jenis hak asasi atas informasi dan hak asasi untuk 
menentukan nasib sendiri. Praktik pelaksanaan persetujuan tindakan medis 
(informed consent) di lapangan masih mengalami berbagai permasalahan. 
Seperti permasalahan kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis 
(informed consent), kurangnya pengetahuan sehingga pasien tidak memahami, 
ataupun sebaliknya bidan yang terkadang tidak memberikan informasi kepada 
pasien mengenai informed consent. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan 
penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul 
“HUBUNGAN HUKUM BIDAN TERHADAP PASIEN DALAM 
PELAKSANAAN PELAYANAN PERSALINAN (Studi Kasus Puskesmas 
Kandeman, Batang)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Sehubungan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mempunyai 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana prosedure yang dilakukan antara bidan dan pasien di 
puskesmas kandeman dalam pelaksanaan perjanjian persalinan? 
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2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan perjanjian persalinan di puskesmas 
kandeman menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga 
Kesehatan dan Permenkes No 290 tahun 2008 Tentang Persetujuan 
Tindakan Kedokteran? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka 
peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian persalinan antar bidan 
dan pasien 
2. Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan yang mengatur 
pelaksanaan perjanjian persalinan 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka 
peneliti mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan 
di bidang ilmu hukum khususnya di bidang perdata 
b. Dapat memberikan tambahan pembendaharaan literature sehingga 
dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian mengenai hal yang 
sama. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan masyarakat maupun pembaca dapat mengetahui lebih jauh 
mengenai tanggung jawab bidan dan pasien terhadap pelaksanaan 






















Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang  No. 36 tahun 2014 Tentang 
Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwasanya : 
1) Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan 
oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan 
2) Persetujuan diberikan setelah mendapatkan penjelasan secara cukup 
dan patut 
3) Penjelasan persetujuan sekurang-kurangnya mencakup 
a. Tata cara tindakan pelayanan 
b. Tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan 
c. Alternatif tindakan lain 
d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi 
e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan 
Persetujuan dalam dunia medis disebut dengan istilah informed consent. 
Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga 
atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis atau tindakan kebidanan yang 
dilakukan terhadap pasien tersebut.  






PERMENKES Nomor 290 Tahun 2008 




Dalam PMK Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 menyatakan bahwa 
persetujuan tindakan medis (Informed Consent) adalah persetujuan yang 
diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara 
lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan 
dilakukan terhadap pasien. 
Istilah kedokteran atau kedokteran gigi termasuk bagian dari tenaga 
kesehatan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 
Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa : 
“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan” 
 
Dalam perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 
Kesehatan, profesi kebidanan merupakan salah satu dari tenaga kesehatan di 
Indonesia. Bidan  merupakan bagian dari tenaga kesehatanyang ditetapkan oleh 
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Bidan merupakan seorang 
perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan dan diakui oleh pemerintah dan 
organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki 
kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah 
mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. 
Dalam pelayanan kebidanan, setiap tindakan pelayanan kesehatan dalam 
proses persalinan yang dilakukan oleh bidan terhadap pasien terdapat kontrak 
atau perjanjian persetujuan yang harus dilakukan. Perjanjian persetujuan yang 
dilakukan oleh bidan terhadap pasien dalam dunia medis disebut dengan 
Informed Consent.  Bidan wajib menginformasikan ikatan perjanjian (Informed 
Consent) untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum. 
Perjanjian (Informed Consent) yang dilakukan oleh bidan terhadap pasien 
merupakan sebuah proses dan bukan suatu formulir atau selembar kertas. 
Perjanjian (Informed Consent) merupakan suatu komunikasi terapeutik antara 
bidan dengan pasien atau walinya yang didasari keterbukaan, akal dan pikiran 




merupakan jaminan bukti bahwa persetujuan dari pihak pasien atau walinya 
telah terjadi. 
Bidan ketika melakukan pelaksanaan perjanjian (Informed Consent), 
harus menyampaikan informasi dengan sejelas-jelasnya, dan informasi yang 
disampaikan juga dimengerti oleh pasien. Maka, bidan dalam melakukan 
pemberian persetujuan (Informed Consent) harus mengarah pada acuan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang sudah 
dijelaskan diatas. 
Adapun penjelasan lain terkait informasi perjanjian (Informed Consent) 
dalam pasal 7 ayat 3 Permenkes Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan 
Tindakan Kedokteran yaitu penjelasan sekurang-kurangnya mencakup 
diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang 
dilakukan, alternatif tindakan lain, dan resikonya, risiko dan komplikasi yang 
mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan perkiraan 
pembiayaan. 
 
F. Metode Penelitian 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu 
normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah asas-asas 
hukum, kaedah-kaedah atau peraturan hukum dalam pelaksanaan 
perjanjian persalinan yang dilakukan oleh bidan terhadap pasien. Sehingga 
dalam pelaksanaannya mempunyai legalitas atau hukum sehingga dapat 
dilindungi oleh hukum. Hukum merupakan perilaku-perilaku manusia 
secara aktual telah dan/atau potensial akan terpola. Karena penelitian 
terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas 
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2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun 
penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, 
karena penulis bertujuan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan 
atau suatu gejala tentang pelaksanaan perjanjian antar bidan dan pasien 
dalam proses persalinan. 
3. Bentuk dan Jenis Data 
Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung 
didapatkan melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang 
didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Puskemas Kandeman, 
Batang. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 
dengan objek penelitian.
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 Dalam penelitian ini digunakan bahan 
hukum sekunder sebagai berikut : 
1. Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 
2. PERMENKES No 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan 
Tindakan Kedokteran 
3. Dokumen hasil penelitian 
4. Metode Pengumpulan Data 
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Studi Kepustakaan 
Mengumpulkan, mencari, mempelajari, dan mengutip buku-buku dan 
mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya 
dengan pokok permasalahan. 
b. Studi Lapangan 
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Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau 
tempat dimana objek berada, guna mendapat data primer yang 
disesuaikan dengan sumber-sumber pada data kepustakaan. 
c. Wawancara 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan narasumber 
melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data 
primer. Wawancara yang dilakukan dengan pihak Puskesmas 
Kandeman, Batang. 
5. Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode deduktif analisis dengan 
pendekatan kualitatif.
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 Peneliti mengambil kesimpulan dari hal bersifat 
umum menjadi khusus kemudian menjadi objek kajian. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran 
didalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika sebagai 
berikut : 
BAB I berisi tentang pendahuluan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II berisi tentang tinjauan pustaka uraian meliputi perjanjian, 
informed consent (perjanjian tindakan medis persalinan), bidan, persalinan 
BAB III berisi tentang analisis dari hasil penelitian dan pembahasan 
yang didalamnya meliputi penjabaran tentang prosedur pelaksanaan perjanjian 
persalinan, dan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan perjanjian 
persalinan 
BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dari 
penelitian yang dapat memberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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